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Berdasarkan Pembahasan maka dapat penulis simpulkan bahwa :  
Pengetatan Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat 2 
jo Pasal 34A ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 
telah menghilangkan hak bagi narapidana yang dipidana 5 (lima) tahun 
keatas, khususnya narapidana kasus narkotika dan prekursor narkotika, 
psikotropika , hal tersebut jelas bertentangan dengan apa yang diatur dalam 
konstitusi Indonesia khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 d ayat (1) dan 
Pasal 28 h ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sehingga 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara yuridis  bertentangan 
dengan prinsif equality before the law. 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012  secara yuridis 
memang bertentangan dengan prinsif equality before the law  namun prinsip 
equality before the law tetap harus dipandang bukan saja keadilan bagi 














Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis diakhir 
penulisan hukum/skripsi ini ingin memberikan saran agar ketentuan Pasal 34 
A ayat 2 jo Pasal 34 A ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2012 yang secara yuridis bertentangan dengan asas equality before the law 
bagi narapida, maka untuk menjaga eksistensinya maka harus dikuatkan dalam 
payung hukum berupa Undang-Undang. Menurut penulis pengetatan 
pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
99 Tahun 2012 harus tetap dilaksanakan karena mengingat kejahatan luar 
biasa merupakan kejahatan yang berdampak luas dan berakibat fatal sehingga 
penanganannya harus dilakukan secara khusus karena dapat mengkibatkan 
kehancuran perekonomian, sendi-sendi bangsa dan negara, dapat 
menyebabkan kehancuran generasi muda, dan dapat menyerang siapa saja, 
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